PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN
PASAR DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA
WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

a.

W

bahwa dalam rangka peningkatan penyeleng-
garaan Pemerintaban dan Pembangunan serta
pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan
berhasil guna khususnya dalam bidang
pengelolaan pasar serta mempethatikan
Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11
September 1997 Nomor @ 061/2721/57 perihal
Pembentiukan Dinas Pasar Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Mojokerto, Kabupaten: Daerah
Tingkat 11 Probolinggo dan Kabupaten
bDaerah - Tingkat 11 Jepara juncto Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Jawa
Timur tanggal 7 Oktober 199%7 Nomor : 061/
12878/081/1997 perihal Pembentukan Dipas
Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-
kerto dan Kabupaten baerah Tingkat 11
Probolinggo, maka perlu melakukan penataan
pengelolaan Pasar Daerah untuk disesuaikan
dengan perkembangan keadaan ;

bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana
huruf a konsideran ini, maka dipandang
periu menetapkan Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojo-
kerto dengan menuangkannya dalam suatu
Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 ten-
iang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa
Tengah / Jawa Barati ;

Undang-undang Nemor 5 Tabun [374 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah {(Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun {974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 3031} ;

Peraturan Pemerintah Nomor &7 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Xotamadya
baerah Tingkat 11 Mojokerto {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republiik
Indonesia Nomor 32&2) ;

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 19588
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vvertikal di Daerah {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3373},



Dengan Persetujuan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi
Dinas Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2%
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubaban ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97
Tahun 19%%3 tentang Pola Organisasi Peme-
rintah Daerah dan Wilayah ;

g. Instruksi Menteri Dailam Negeri Nomor 23
Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah
Tingkat 1 dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Mojokerto,

Menetapkan

-
H

MEMUTUSIK KA AN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENCELOLAAN PASAR DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO.

BAB 1}
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Baerah, adalah Fotamadya Daerah Tingkat II
Mo jokertos

b. Pemeriniah bDaerah, adalah Pemerintah Kota-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto;

¢. Walikotamadya Xepala Daerah, adalah wWali-
kotamadya Kepaia Daerah Tingkat 11 Mojo-
kerto;

d. Dinas Pengelolaan Pasar Daerah, adalab
Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat ] Mojokerto;

¢. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Penge-
lolaan Pasar Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Mojokerto.

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan
Pasar Daerah Koiamadya Daerah Tingkat 11
Mo jokov e,



BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

{1} Dinas Pengelolaan Pasar Daerah adalah unsur
pelaksiana Pemerintah Daerah di bidang
pengelolaan pasar ;

{2} Dinas Pengelolaan Pasar Daerah dipimpin
oteh seorang Kepala Dinas yang berada dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;

{3) Dinas Pengelolaan Pasar Daerah dalam men—
jalankan tugasnya dibidang administratif
dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Kotamadya Daerah-

Pasal &

Dinas Pengelolaan Pasar Daerah mem-
punyai tugas membaniu Kepala Daerah dalam
melaksanakan urusan rumah tangga daerah yANE
pberkaitan dengan pengelelaan pasar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal & Peraturan Daerah
ini, Dinas Pengelolaan Pasar Daerah mempunya i
fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja di
bidang pengelolaan pasarj;

b. Pembinaan administrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga di bidang pengeloliaan pasar
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

¢. Penyeienggaraan pembinaan secara teknis dan
operasional yang berkaitan dengan bidang
pengelolaan pasar sesuai dengan kebijaksa-
naan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

d. Pemantauan dan pengendalian atas pelak-
sanaan tugas peckoknya sesuai dengan
kebi jaksanaan yang telah ditetapkan.

BAB 1V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

{1) Susunan Organisasi Dinas Pengeiolaan Pasar
Daerah terdiri dari =

Kepala Dinas;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Pendapatan 3

Seksi Ketertiban dan Keamanan
Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan ;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)

(3)

(2)

(2}

Sub Ragian Teta Usahsa dipimpin oleh Kepala
Sub Tata Usaha dan seksi-seksi dipimpin
oleh Kepals  Seksi, yang masing-masing
berada di basah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas ;

Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan baerah int.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha. mempunyai tugas
me laksanakan urusan kepegawaian, keuangan,
dan umum;

untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan xoordinasi penyusuban pro-
gram kerja Dinas, pengumpulan dan peng-
oitahan data serta pelaporan;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan ke-
pegawaian, urusan rumah tangga, perleng-
kapan, protokol, hubungan masyarakat dan
surat menyurat;

d. Pelaksanaan tugas di bidang organisasi,
ketataiaksanaan dan aktivitas peningka-
tan Aparaiur Dinas;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua)
urusan yaitu: S

a. Urusan Kepegawaian;
. Urusan Umum.

Masing-masing wurusan dipimpin oleh Kepala
Urusan yang berada dibawah dan bertanggung-
jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

Menyusun rencana kebutuhan dan formasi
Pegawali;

Melaksanakan tugas pengembangan karier
pegawai serta usaha peningkatan mitu penge-
tahuan pegawai;

c. Menyelenggarakan wusaha peningkatan disiplin

pegawai dan kese jahteraan pegawal;

d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha

kepegawaian Dinas Péngelolaan Pasar Daerah
yang meliputi pengumpulan dota kepegawalian,
pembuatan buku induk pegawal, mutast
pegawai, mengusulkan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, pembinaan XKkarier dar

noncinun noohwaiov



o. Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Sub Bagian Tata Usabha.

Pasal 10

Urusan Umum dan Keuangan mempunyai
tugas H

a. Melaksanakan tata naskah Dinas dan tata
kearsipan;

b. Menyelenggarakan urusan rumah 1angga dan
protokol;

¢. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan
serta pengadministrasian barang--barang ke—
perluan kartor serta perbekalan lain;

d. Menyeléenggarakan pengelolaan tata usaha
keuangan Dinas Pengelolaan Pasar Daerah yang
meiiputi pembukuan realisasi Anggaran Penda-
patan dan Pelanja Daerah, penyelesaian
tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai
pengeluaran Dinas

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Bagian Ketiga

Seksi Pendapatan
Pasal 11
Seksi Pendapatan mempunyai tugas :

a. Mefakukan penagihan dan penerimaan baik re-
tribusi maupun sewa tempat penjualan (los/
bedak/kios pasar} ;

b. Menyelenggarakan pembukuan semua hasil
retribusi dan pembayaran los/bedak/kios
pasar ;

¢. Melaksanakan usaha-usaha untuk kelancaran
pembayaran retribusi dan pembayaran sewa
los/bedak/kios pasar i

d. Menyusun target pemasukan pendapatan serta
perencanaan pelaksanaannya

e¢. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.
Pasal 12

(1) Seksi Pendapatan terdir! dari 7 {(dua) Sub
Seksi yaitu:

a. Sub Seksi Penagihan dan Penerimaan ;
b. Sub Seksi Pembukuan ;

(?) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawad kepada Kepala Seksi
Pendapatan.
Pasal 13
Sub Seksi Penagihan dan Pener imaan

mempunyai tugas :

a. Melakukan pungutan retribusi terhadap para
pedagang yang berjualan di lingkungan pasar;



b. Menerima setor n sewa los/bedak/kios sartia
me lakukan pe agihan terhadap pelanggan
sampai jangka waktu yang telah ditetapkan ;

2]

- Melaporkan hasil pungutan retribusi serta
sewa los/bedak/kios pasar kepada Sub Seksi
Pembukuan

4. Menyetorkan hasil penagikhan dan penerimaan
serta sewa ke kas Daerah ;

€. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Pendapatan.

Pasal 14
Sub Seksi Pembukuan mempunyai tugas :

a. Membukukan hasil pungutan rTetribusi yang
dilakukan Sub Seksi Penagihan dan Penerimaan

b. Menyelenggarakan administrasi atau berita
penerimaan retribusi

- Menyusun selurub laporan penerimaaan retri-
busi ;

d. Melakukan koov-dinasi dan pengawasan adminis-
tratif atas pelaksanaan pemungutan
reiribusi H

e. Membukukan tentang pengeluaran karcis/
formulir wuntuk pemungutan retribusi dan
surat paksa ;

f. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g&- Melaksanakan tugas lain yang diberikan ol=h
Kepala Seksi Pendapatan.

Bagian Keempat

Seksi Ketertiban dan Keamanan
Pasal 15

Seksi Ketertiiban dan Keamanan mempunyai
tugas -

a. Melaksanakan usaha dan kegiatan pengawasan
serta pengamanan teknis operasional pasar
serta tugas pokok Dinas Pengelolaan Pasar;

b. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya
Peraturan Dasrah yang menyangkut
ketertiban dan keamanan pasar, serta melak-
sanakan tindakan baik yang bersifat preven—
tif maupun renresentatif dalam rangka mene-
gakkan ketertiian dan keamanan dalam ling-
kungan pasar;

¢. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan
keamanan, mengambil tindakan-tindakan ter-
hadap kejadian-kejadian di dalam atau di
luar pasar dalam radius 200 {dua ratus)
meters

d. Melakukan penyegelan dan pembukaan kembali
los/bedak/kios pasar serta fasilitas pasar
lainnya yang diperoleh dari Dinas Pengelo-
laan Pasar;

e. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Dinas.



Pasal 16

{1) Seksi Ketertiban dan Keamanan terdiri dari

2 (dua) Sub Seksi yaitu :
a. Sub Seksi Ketertiban;

b. Sub Seksi Keamanan.

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh

Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
Ketertiban dan Keamanan.
Pasal 17

Sub 3eksi Ketertiban mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan membimbing dan membina
ketertiban pedagang di Pasar;

Melaksanakan kegiatan dalam rangka ketertib-
an umum dan pemantapan ketertiban di ling-
kungan pasar;

Melakukan evaluasi/pemindahan para pedagang
yang berada di luar lokasi, ke pasar yang
sudah disediakan;

Melakukan pembinaan dan pengendalian ke-
tertiban pasar;

Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan
usaha pencegahan serta memberikan pengarahan
tentang ketertiban pasar;

Bertanggung jawab terhadap ketertiban pasar;

Melakukan penyegelan dan atau pembukaan
kembali los/bedak/kios pasar serta fasilitas

.pasar lainnya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan.

Pasal 18
Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas :

Membantu kelancaran arus perdagangan di
Pasar dalam bidang keamanan ;

Mengadakan koordinasi kegiatan dengan
Instansi lain dalam rangka meningkatkan
keamanan di Pasar ;

Memberikan pertimbangan yang berhubungan
dengan legalitas dan pemberian izin yang
menyangkut keamanan dalam pasar ;

Melaksanakan ronda dalam usaha menjaga
stabilitas keamanan di- Pasar;

Me laksanakan usaha untuk meningkatkan
keamanan daiam pasar, meningkatkan
kewaspadaan terhadap kerawanan kemungkinan
pencurian ataupun bahaya-bahaya kebakaran;

Bertanggung jawab terhadap Kkeamanan pasar
dan mengambi! tindakan terhadap kejadian di
dalam pasar atau di sekitar pasar;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan.



Hhagian Kelima
Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasal 19

seksi Kebersihan dan Pemeliharaan
mempunyai tugas

a. Melaksanakan kegiztan kebersihan dan pe-
meliharaan serta perawatan sarana fisik;

b. Mengadakan perbaikan dan pengaturan saiuran
air dan penerangan pasar;

c. Menyelenggarakan serta bertanggung iawap
tentang pengangkutan/pembuangan sampah dari
pasar ke tempat sampah sementara/iransit ;

d. Melaksanakan kegiatan wuntuk kebersihan dan
pemeliharaan dalam pasar;

e. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan
usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk
meningkatkan pelayvanan kepada pemakai jasa
pasar/masyarakat;

f. Melaksanakan tugas tain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan terdiri
dari 2 {dua} Sub Seksi yaitu :

#. Sub Seksi Kebersihan;
b. Sub Seksi Pemeliharaap.

{2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh
kepaia Sub Seksi vang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
Kebersihan dan Pemeliharaan.

_ Pasal 21
Sub Seksi Kebersihan mempunyai fugas :

a. Helaksanakan pembersihan pada tempat pen -
penjualan, gang dan jalan umum di 1lingkungan
pasar :

b. Mengadakan pembersihan got, kamar mandi/WC,
saluran pembuangan yang menjadi fasilitas
pasar;

¢. Memelihara ketertiban pembuangan sampah pada
tempat sampah vang telah disediakan;

d. Menggalakkan dan membina kebersihan di ling-
kungan pasar;:

e. Menyelenggarakan serta - bertanggung jawab
tentang pengangkutan/pembuangan sampah dari
pasar ke tempat pembuangan sampah sementara
yang teiah disediakan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Kebersihan dan Pemel iharaan.

Pasal 22
Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas:

a. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan los /
bedak/kios, sarana air dan penerangan di
dalam pasar;



(1)

(2)

(3)

(1}

{2}

(2)

Memelihara tempat sampah dalam lingkungan
pasar ;

Mengadakan inventarisasi bangunan los /
bedak/kios pasar, sarana air dan penerangan
yang ada di dalam pasar, serta peralatan

yang diperlukan dalam melaksanakan pekerja-
an;
Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan per-

alatan untuk pemeliharaan bangunan pasar dan
fasilitas lainnyas;

Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan
usaha mengadakan pemeliharaan bangunan pasar
dan fasilitas lainnyaj;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsicanl! melaksanakan
tugas khusus sesuai bidang keahlian dan
kebutuhan -

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
se jumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terdiri dari berbagai
kelompok sesuai bidang keahliannya

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dila-
kukan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB V¥V
TATA KERJA
Pasal 2n

Dalam wmelaksanakan tugasnya Dinas Pengelo-—
laan Pasar wajib menyelenggarakan koordi-
nasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi sesuai dengan tugas
masing-masing;

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penge-
lolaan Pasar wajib menyelenggarakan koor-
dinasi secara fungsional dengan cara yang
sebaik-baiknya.

Pasal 25

Kepala Dinas melaksanakan tugas .  ber-
dasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah ;-

Kepala Dinas berkewajiban member ikan
petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi
peker jaan wunsur-unsur pembantu pelaksana
dan penunjang yang berada dalam }ingkungan
dinasnya.



B AB Vi

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT 1 AN
DALAM JABATAN
Pasal 26

(1) Kepala binas diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Daerah seielah mendapat perse-
tujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timuy ;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setle-
lah mendapat persetujuan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat 1 Jawa Timur ;

{3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi atas
usul Kepala Dinas diangkatl dan diberhenti-
kan oleh Kepala Daerah.

Pasal 27
{1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;

{2} Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalan-
kan tugasnya, Kepala Dinas dapat menun juk
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau salah
satu dari Kepala Seksi untuk mewakili.

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam Per-
aturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksa-
naannya akan diatur lebih tanjut oleh Kepala
paerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui,
memer intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya datam Lembaran baerah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto.

Ditetapkan di Moijokerto
pada tanggal 27 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL 1KOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11} TINGKAT 11 MOJOKERTOG
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. t1d.

SUHARTCO SUNARYO, S.E. TEGOEH SOEJONO, S.H.



Disahkan dengan Kepuiusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1398 Nomor 300/P Tahun 19938.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. titd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Ulama Madya
NIP. 510 035 499

Diyndangkan dalam Lembarar Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat 11 Mojokerto Tahun 1998 Ser: C pada tanggal 31 Agustus 1998.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TIMGKAT 11
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. titd.
Ir. Drs. HANDOKG LEPDG PRASTOWO

Pembina Tingkat I
NIP. 510 G40 k%0
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PENJELE SAN

PERATURAN DALERAH KOTAMAILYA DOERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAGUN 1998

TENTANG

PEMEFENTUKAN ORGANISAST DAN TATA KERJA
QINAS PENGELOLAAN PASAR DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

1. PENJELSAN UMM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan
daya hasil guina penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
serta pelayanan umum kepada masyarakat, terutama di bidang
pengelolaan pasar, maka sebagai tindak lamjut dari pelaksa-
naan dari Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September
1397 Nomor 061/2721/31 tentang Pembentukan Dinas Pasar
Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto, Kabupaten Daerah
Tingkat 1II Probolinggo dan Kabupaten Daerah Tingkat 11
Jepara serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur tanggal 7 Oktober 1997 Nomor 061/12878/041/1997 peri-
hal Pembentukan Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat 11
Mo jokerto cdan Kabupaten Daerah Tingkat 1II Probolinggo,
dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pengelolaan PAsar
Daerah Kotamadya DAerzh Tingkal II Mojokerto dalam suatu
Peraturan Daerah baru.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampa: dengan Psal! 29 : Cukup jelas.




